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PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI DENDA 

ADMINISTRASI PAJAK DAN PELAYANAN PAJAK TERHADAP 

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB-P2 

TAHUN 2016-2020 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaruh 

pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi denda administrasi pajak dan pelayanan 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 periode tahun 

2016-2020. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. 

Dimana populasi berasal dari jumlah keseluruhan masyarakat peserta wajib pajak 

PBB-P2 di Kelurahan Kota Baru merupakan populasi dalam penelitian ini dan 

sampelnya yaitu sebanyak 240. Metode analisis menggunakan metode statistik 

regresi linier. Berdasarkan hasil penelitian diantaranya secara parsial kesadaran 

wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi 

denda memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan 

pelayanan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Secara simultan kesadaran wajib pajak, sanksi denda administrasi pajak dan 

pelayanan pajak bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

 

Kata Kunci : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Administrasi 

Pajak, Pelayanan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak. 
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THE EFFECT OF TAX PAYER AWARENESS, TAX ADMINISTRATION 

FINES AND TAX SERVICES ON THE TAX PAYER COMPLIANCE IN 

PAYING PBB-P2 FOR 2016-2020 years 

 

ABSTRACT 

 

The Objective of the research is to analyze and review the examine analysis 

the effect of tax payer awareness, tax administration fines and tax services on the 

tax payer compliance in paying PBB-P2 for 2016-2020 years. The reseacrh method 

was used the descriptive and quantitative method. The population of data is the 

number all tax payer in PBB-P2 and samples is 240 respondent. The analysis method 

used regression linier method. Based on the research partially result among the tax 

payer awareness is significant to the tax payer compliance,tax administration fines 

is significant on the tax payer compliance, the tax payer awareness is significant 

on the tax payer compliance, and tax services is significant on the tax payer 

compliance.The simultant result tax administration fines, the tax payer awareness 

and tax services together was significant on the tax payer compliance. 

 

Keyword : Effect Of Taxpayer Awareness, Tax Administration Fines,Tax 

Services, and Tax Payer Compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah, melalui Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah 

telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak (taxing power). Setidaknya ada 

empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, 

mengubah penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dari open-list system 

menjadi closedlist system. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar 

kepada daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah, 

penambahan jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah, dan pemberiaan 

diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan 

minimum yang ditentukan, Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan pajak daerah 

dan retribusi daerah melalui kebijakan bagi hasil pajak provinsi kepada 

kabupaten/kota dan kebijakan earmarking untuk jenis pajak daerah tertentu. 

Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah dengan 

mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif 

dan korektif. 

Salah satu jenis pajak baru yang dapat dipungut oleh daerah adalah Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PPB-P2 yang sebelumnya 

merupakan pajak pusat, dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten/kota, dengan 

berbagai pertimbangan. Pertama, secara konseptual PBB-P2 dapat dipungut oleh 
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daerah karena lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah 

(immobile), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati 

hasil pajak tersebut. Kedua, pengalihan PBB-P2 kepada daerah diharapkan dapat 

meningkatkan PAD dan memperbaiki struktur APBD. Ketiga, pengalihan PBB-P2 

kepada daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan 

memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. 

Keempat, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 termasuk dalam jenis 

local tax. 

Kelurahan Kota Baru merupakan instansi yang diberikan kewenangan oleh 

Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dan Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2013. Adapun penerimaan yang menjadi fokus adalah penerimaan 

pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah 

desentralisasi Kota Baru dan sekitarnya. Kelurahan Kota Baru yang meliputi 9 desa 

terdiri dari 33 dusun, 91 RW dan 312 RT.  

 PBB-P2 merupakan jenis pajak baru bagi daerah, maka dalam 

pengelolaannya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerah, 

antara lain masih adanya daerah yang belum menerbitkan Peraturan Kepala Daerah 

mengenai pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem pengelolaan basis 

data objek, subjek dan Wajib Pajak, dan lemahnya sistem administrasi dan 

pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak (Mardiasmo, 2018:124). Hal tersebut 

semuanya terkait dengan terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, organisasi, dan 

SDM di daerah yang akan melakukan pemungutan PBB-P2.  
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Menurut Adelina (2018:7) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan 

jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar 

pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessment system). Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dipungut kepada hampir seluruh 

warga negara yang memiliki aset baik berupa tanah maupun bangunan. Menurut 

Suyatmin (2017:19) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan 

(objective), artinya penetapan pajak tidak dilihat dari kemampuan ekonomis subyek 

pajak, tetapi ditetapkan berdasarkan luas, klasifikasi dan lokasi obyek pajak. 

Pembayaran PBB di perdesaan dan perkotaan dapat terealisasi optimum jika faktor-

faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan dapat diterapkan di masing-

masing pemerintah daerah secara konsisten dan kontinuitas. 

Menurut Santi (2018:20) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi di 

mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan 

dengan benar dan sukarela. Adapun Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan 

kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan 

memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. 

Berdasarkan tingkat kesadaran melalui laporan Wajib Pajak yang tidak membayar 

PBB-P2 di Kelurahan Kota Baru, Serang sebagai berikut :  
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Tabel 1.1 Laporan Wajib Pajak yang tidak membayar PBB-P2 di Kelurahan 

Kota Baru, Serang tahun 2016-2020 

 

TAHUN  WP SPPT WP TIDAK MEMBAYAR PBB 

2016 1.772 213 

2017 1.892 151 

2018 1.909 122 

2019 2.404 109 

2020 2.552 383 

Sumber : Data Laporan PBB Kelurahan Kota Baru (2020) 

 

Berdasarkan laporan penerimaan PBB-P2 yakni tahun 2016, 2017 dan 2018 

dimana Wajib Pajak yang tidak membayar pajak dan jumlahnya mengalami 

penurunan sedangkan untuk jumlah Wajib Pajaknya terjadi peningkatan, hal ini 

terjadi karena di tahun 2016, 2017 dan 2018 kondisi ekonomi masyarakat sedang 

membaik disertai meningkatknya kesadaran masyarakat Kota Baru untuk 

membayar pajak demi pembangunan pajak untuk rakyat Indonesia. Pada tahun 

2016, 2017, 2018 dan 2019 merupakan siklus kondisi dimana wabah covid-19 tidak 

terjadi di tahun-tahun tersebut artinya mobilitas masyarakat tidak dibatasi oleh 

pemerintah sehingga pendapatan masyarakat Kota Baru semakin meningkat dan 

bertambahnya nilai kesejahteraan. Kemudian pada tahun 2020, Wajib Pajak yang 

tidak membayar pajak semakin meningkat sedangkan jumlah Wajib Pajak 

berdasarkan SPPTnya pun semakin bertambah artinya pada tahun ini masyarakat 

Indonesia khususnya masyarakat Kota Baru terkena dampak wabah Covid-19 

dimana pergerakan ekonomi semakin memburuk yang berdampak pada 

menurunnya pendapatan masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk tidak 

membayar pajak. Terjadinya wabah ini menimbulkan banyak peraturan yang 
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membatasi mobilitas warga dan menimbulkan ketakutan yang mendalam karena 

meningkatnya jumlah kematian. 

Sanksi denda administrasi pajak merupakan pembayaran kepada negara, 

khususnya berupa bunga, denda, dan kenaikan (Siti Resmi, 2016:62). Sanksi denda 

administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya 

berupa bunga dan kenaikan (Suandy, 2017:155). Sanksi administrasi dapat 

dijatuhkan terhadap wajib pajak apabila wajib pajak tersebut melakukan suatu 

pelanggaran atas kewajiban perpajakannya. Pengertian sanksi administrasi yaitu 

sanksi administrasi pajak merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, 

khususnya yang berupa bunga dan kenaikan (Mardiasmo, 2018:63). Berdasarkan 

hasil dari laporan pajak yang dikenakan sanksi denda administrasi  PBB-P2 di 

Kelurahan Kota Baru, Serang sebagai berikut :  

Tabel 1.2 Laporan jumlah Sanksi Denda Administrasi Pajak Wajib Pajak  

di Kelurahan Kota Baru, Serang  

 

TAHUN  
JUMLAH SANKSI DENDA 

ADMINISTRASI PAJAK  

2016 Rp34.453.000 

2017 Rp32.400.000 

2018 Rp30.277.000 

2019 Rp22.305.000 

2020 Rp45.250.000 

Sumber : Data Laporan PBB Kelurahan Kota Baru (2020) 

 

Berdasarkan laporan PBB-P2 sebelum terjadinya wabah Covid-19 yakni 

tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 mengalami penurunan jumlah sanksi (denda) 

administrasi pajak, hal ini terjadi karena pada siklus tahun tersebut kesajahteraan 

masyarakat khususnya warga kota baru semakin membaik dari segi pendapatan 
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kemudian sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah semakin aktif perihal 

sanksi denda administrasi yang diterapkan pada PBB-P2 artinya mobilitas 

masyarakat dan pemerintahan daerah leluasa dalam beraktivitas kemudian 

transaksional perdagangan desa pun semakin meningkat dari segi bertambahnya 

area perumahan dan jual beli tanah, hal ini yang mendorong meningkatnya jumlah 

masyarakat Kota Baru untuk membayar pajak khususnya PBB-P2 secara disiplin 

sehingga pada periode 4 tahun tersebut jumlah sanksi pajak pun menurun. Pada 

tahun 2020 merupakan tahun dimana meningkatnya jumlah denda atau sanksi 

dimana hal ini dapat dilihat dari penurunan aktivitas perdagangan di area pasar dan 

menurunnya tingkat ekonomi masyarakat daerah di tingkat nasional. Dampak sari 

wabah Covid-19 menjadi perihal yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi 

sejumlah masyarakat Kota Baru karena terjadinya peningkatan angka kematian dan 

tertekannya masyarakat karena mobilitasnya dibatasi oleh pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Tingkat sosialisasi mengenai PBB-P2 pun semakin berkurang 

sehingga masyarkat masih banyak yang menahan untuk tidak membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. Penurunan aktivitas, mobilitas dan ekonomi membuat 

pendapatan masyarakat di tahun tersebut mengalami degresif income. Penurunan 

pendapatan ini menimbulkan masyarakat enggan membayar pajaknya sehingga 

berdampak pada meningkatnya jumlah sanksi denda administrasi pajak.  

Pelayanan menurut Kasmir (2017:47) adalah tindakan atau perbuatan 

seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, 

sesama karyawan dan juga pimpinan. Menurut Hardiansyah (2016) pelayanan pajak 

adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan 
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dengan tentang perpajakan yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Ariani dan 

Rubiatto (2018) pelayanan pajak dapat didefinisikan sebagai pemberian layanan 

kepada masyarakat yang berhubungan dengan perpajakan dan memiliki 

kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. Berdasarkan hasil dari laporan penerimaan PBB-P2 di Kelurahan Kota 

Baru, Serang sebagai berikut :  

Tabel 1.3 Laporan tingkat pelayanan pajak dan jumlah pembayaran pajak 

PBB-P2 di Kelurahan Kota Baru, Serang 

 

TAHUN  Tingkat Pelayanan Pajak Jumlah Pembayaran 

2016 75% 76% 

2017 86% 85% 

2018 88% 86% 

2019 95% 88% 

2020 50% 54% 

Sumber : Data Laporan PBB Kelurahan Kota Baru (2020) 

 

Berdasarkan laporan penerimaan PBB-P2 sebelum terjadinya wabah Covid-

19 yakni tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 terjadi peningkatan pelayanan dan 

peningkatan jumlah transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini terjadi 

karena pada siklus tersebut pemerintah daerah gencar meningkatkan kualitas 

pelayanan melalui sosialisasi di tingkat desa dan kelurahan. Bertambahnya jumlah 

pembayaran pajak ini menjadi acuan pemerintah untuk segera meningkatkan 

fasilitas dan sumber daya manusia yang kompeten. Kemudahan komunikasi baik di 

lingkungan internal dan eksternal Kelurahan Kota Baru semakin terkoordinasi 

dengan maksimal disertai dukungan penuh dari Departemen Pajak daerah yang 

memberikan banyak informasi terkait program PBB-P2. Pada tahun 2020 adalah 
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tahun dimana wabah Covid-19 terjadi sehingga timbul pembatasan sosialisasi, 

aktivitas, pelayanan dan pengurangan jumlah SDM di tingkat kelurahan. Hal ini 

yang menjadikan hambatan bagi Kelurahan untuk membantu dan melayani 

masyarakat yang kesulitan dalam membayar pajak. Berkurangnya pembayaran 

pajak juga diakibatkan karena kondisi ekonomi masyarakat semakin memburuk 

sehingga rata-rata warga masih enggan untuk membayar pajak. Beberapa faktor ini 

yang menyebabkan menurunnya pelayanan pajak di tingkat kelurahan dikarenakan 

adanya pembatasan sosial juga terjadinya kondisi ekonomi yang tidak stabil di 

lingkungan Kota Baru.  

Kepatuhan perpajakam menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:138) kepatuhan 

perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pengertian kepatuhan wajib 

pajak menurut Gunadi (2016:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai 

kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang 

berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun 

ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Pengertian 

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2017:110) 

adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan 

keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap 

pelayanan pemerintah.  

Berdasarkan penelitian Ardiwianto et al (2017) diperoleh hasil bahwa 

pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh 

signifikan sedangkan penelitian dari Ferdian dan Ria (2020) diperoleh hasil bahwa 
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pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak tidak 

berpengaruh signifikan kemudian penelitian dari Siregar dan Soni (2018) diperoleh 

bahwa pengaruh sanksi denda administrasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

berpengaruh signifikan sedangkan penelitian dari Ferdian dan Ria (2020) diperoleh 

hasil bahwa pengaruh sanksi denda administrasi pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak tidak berpengaruh signifikan. Penelitian dari Siregar dan Soni (2018) 

diperoleh hasil bahwa pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

berpengaruh signifikan sedangkan penelitian dari Ferdian dan Ria (2020) diperoleh 

hasil bahwa pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak tidak 

berpengaruh signifikan.  

Penelitian dari Ardwianto et al (2017) secara simultan kesadaran dan sanksi 

pajak berpengaruh signifikan, sedangkan peneltian dari Siregar dan Soni (2018) 

secara simultan sanksi dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan, kemudian 

penelitian dari Setyowati dan Amanita (2017) secara simultan sanksi pajak dan 

kesaran pajak berpengaruh signifikan. Penelitian dari Ferdian dan Ria (2020) secara 

simultan kesadaran Wajib Pajak, sanksi denda administrasi pajak dan pelayanan 

pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan. Berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian yang dilakukan secara 

parsial terjadi inkonsistensi namun secara simultan terjadi konsistensi. Dengan 

demikian dibutuhkan penelitian selanjutnya yang bersifat konsistensi untuk hasil 

uji penelitian baik secara parsial maupun simultan.  

Berdasarkan data observasi yang diperoleh di lapangan ditemukan beberapa 

temuan mengenai laporan penerimaan pajak kelurahan Kota Baru, Kota Serang 
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mengeai pembayaran PBB-P2 sebagai berikut : 

1.4  Tabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

di Kelurahan Kota Baru, Serang Tahun 2016-2020 

 

TAHUN 
WP 

SPPT 
TARGET 
PBB (Rp) 

% 
WP 

SPPT 
REALISASI PBB 

(Rp) 
%  

BELUM 
TEREALISASI  

2016 1.772 12.000.000 100 1.424 11.484.836 96 4% 

2017 1.892 39.892.716 100 1.462 35.562.880 89 11% 

2018 1.909 67.785.432 100 1.500 63.455.596 94 6% 

2019 2.404 95.678.148 100 1.538 91.348.312 95 5% 

2020 2.552 151.463.580 100 1.576 119.241.028 79 21% 

Sumber : Laporan Penerimaan PBB-P2 Kelurahan Kota Baru, Serang (2020) 

Pada tabel Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

di Kelurahan Kota Baru, Serang Tahun 2016-2020 diketahui bahwa di tahun 2016 

realisasinya 96% sedangkan sisanya 4% belum terealisasi. Kemudian tahun 2017 

terjadi penurunan pencapaian sebesar 89% sedangkan yang belum terealisasi 

meningkat sebesar 11%. Tahun 2018 terjadi peningkatan pencapaian realisasi 

sebesar 94% sedangkan 6% belum teralisasi. Tahun 2019 terjadi peningkatan 

pencapaian realisasi sebesar 95% sedangkan 5% belum terealiasi. Kemudian tahun 

2020 terjadi penurunan pencapaian realisasi sebesar 79% sedangkan 21% belum 

terealisasi. Dengan demikian terjadi kemerosotan pembayaran PBB-P2 di tahun 

2020 dimana seharusnya peningkatan jumlah Wajib Pajak dapat meningkatkan 

penerimaan pembayaran pajak namun kenyataanya dilapangan penerimaan 

pembayaran menurun pesat yang menyebabkan distribusi penyaluran pajak dari 

Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat terhambat.  

Dengan memperhatikan alasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan pelaporan PBB-P2 yaitu 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Denda Administrasi Pajak Dan Pelayanan 
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Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 Tahun 2016-

2020. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar PBB-P2 di  Kelurahan Kota Baru, Serang? 

2. Apakah pengaruh sanksi denda administrasi pajak terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Kota Baru, Serang? 

3. Apakah pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar PBB-P2 di Kelurahan Kota Baru, Serang? 

4. Apakah pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi denda administrasi pajak dan 

pelayanan pajak  terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di  

Kelurahan Kota Baru, Serang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Kota Baru, Serang. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi denda administrasi pajak terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Kota Baru, 

Serang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar PBB-P2 di Kelurahan Kota Baru, Serang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, sanksi denda administrasi 

pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 

PBB-P2 di  Kelurahan Kota Baru, Serang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya di 

bidang ilmu perpajakan serta penelitian ini diharapkan dapat membuktikan teori-

teori dan mengembangkan ilmu akuntansi perpajakan khususnya tentang faktor 

yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. 

1.4.2 Manfaat Praktik 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi 

perusahaan dalam melakukan kebijakan jika nilai perusahaan mengalami masalah 

perpajakan. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi informasi bagi pemerintah dalam 

memutuskan kebijakan tentang undang-undang perpajakan yang efektif.
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